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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 931/HK.06.4-

Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KELOMPOK 

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI 

UTARA TAHUN 2020 KELURAHAN IMANDI KECAMATAN DUMOGA TIMUR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 

DUA ATAS NAMA ANITA OMPU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA EMPAT ATAS NAMA JEINI KEMUR DAN 

MARTHA SIWI 

 

 

ABSTRAK:  Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (4), Ayat (4b), Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman 

Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 

Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

   

 Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:  

 

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP 

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); 

Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 

dan KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 

KPU RI Nomor 13 Tahun 2017. (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan KPU RI Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan KPU RI 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2020 Nomor 

615); Keputusan KPU Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan 



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

Keputusan KPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis 

Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 

Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 

69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU 

Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman 

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.. 

  

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 

940/HK.06.4-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang: 

 

 1. Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPPS TPS 2 atas nama 

Anita Ompu dan Anggota KPPS TPS 4 atas nama Jeini Kemur dan Martha Siwi. 

 2. KPPS sebagaimana dimaksud, TERBUKTI dalam dugaan pelanggaran kode etik, 

kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas pada Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 

3. Pembiayaan atas pemberian sanksi di bebankan pada Dana Anggaran Hibah 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam Naskah 

Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. 

  

Catatan: − Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 1 

Desember 2020. 

 

 

   


